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Sebagai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP
mempunyai fungsi dalam penyusunan dan perumusan strategi. Dalam
kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah, LKPP  membuat kebijakan pelatihan barang dan jasa agar
pelaksanaan pelatihan dapat menghasilkan tenaga-tenaga pengadaan yang
berkualitas.
Agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD
dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan
penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan
perlakuan yang adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan
dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan
pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan
perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan,
berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi. Tidak kalah pentingnya untuk
mencapai hal tersebut adalah perlunya didukung oleh tenaga pengadaan yang
kompeten.
Pengembangan Sumber daya manusia melalui sebuah pelatihan bukanlah hal yang
murah bagi suatu organisasi, dan akan menjadi kerugian besar bagi organisasi bila
ternyata biaya yang telah dikeluarkannya tidak memberikan dampak sebagaimana
harapan. Kemampuan, ketrampilan yang diharapkan agar peserta pelatihan dapat
melaksanakan tugasnya lebih baik setelah sebuah pelatihan tidak tercapai, yang
disebabkan jenis maupun materi pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi
organisasi, penyelenggaraan pelatihan tidak efektif, ataupun manajemen pelatihan tidak
memahami tujuan stratejik organisasi.
Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas
jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan
beretika. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, guna:
e Memberikan standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
e Mengatur koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah antara Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPPBJ)
dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
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e Tersedianya tenaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki pemahaman,
ketrampilan dan integritas.

e Sebagai media peningkatan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaraan
pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkelanjutan.

Pedoman Penyelenggaraan ini dimaksudkan agar pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dapat terselenggara dengan kriteria:

e Tercapainya proses penyelenggaraan pembelajaran secara terstruktur dalam rangka
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

e Tercapainya efektivitas proses tatap muka melalui Instruktur/ yang telah
bersertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e Terselenggaranya pelatihan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah yang terstandar
baik kualitas, sarana, kurikulum, materi, lama penyelenggaraan, pada LPPBJ yang
telah memiliki sertifikat pelatihan bagi Pengelola Pelatihan/Manajemen of Training
(MOT) dan memiliki sertifikat Petugas Pelaksana Pelatihan/Training Officer Course
(TOC) penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e Terkoordinasinya proses peningkatan kompetensi tenaga Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara berkelanjutan.

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini hendaknya
digunakan sebagai acuan bagi LPPBJ dalam melaksanakan pelatihan pengadaan
barang/jasa, baik untuk pelatihan sertifikasi PBJ maupun untuk pelatihan PBJ dengan
kurikulum khusus. Dengan demikian diharapkan hasil pelatihan PBJ vyang
diselenggarakan tidak hanya menyentuh aspek-aspek legal-formalnya semata tetapi juga
esensi dari pengadaan barang/jasa pemerintah itu sendiri.

Jakarta, Desember 2010

Direktur Bina Pelatihan Kompetensi

Dharma Nursani
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1

1.2.

LANDASAN PEMIKIRAN

Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas jabatan
sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara

profesional dan beretika.

TUJUAN

Tujuan  diterbitkannya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah untuk:

a. Memberikan acuan Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

© Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ — LKPP, 2010 1



$

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

1.3.

1.4.

b. Mengatur koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah antara Lembaga Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LPPBJ) dan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

c. Mewujudkan ketersediaan tenaga Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang memiliki pemahaman, ketrampilan dan integritas.

d. Mewujudkan proses peningkatan dan penyempurnaan kualitas
penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

secara berkelanjutan.

SASARAN

Pedoman Penyelenggaraan ini dimaksudkan agar pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terselenggara dengan kriteria
sebagai berikut:

a. Tercapainya proses penyelenggaraan pembelajaran secara
terstruktur dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Tercapainya efektivitas proses tatap muka melalui Fasilitator/ yang
telah bersertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Terselenggaranya pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang berkualitas, didukung, kurikulum, materi, sarana, dan waktu
penyelenggaraan yang sesuai, pada LPPBJ.

d. Terkoordinasinya proses peningkatan kompetensi tenaga

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkelanjutan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah penyelenggaraan pelatihan
dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan
oleh lembaga pelatihan dilingkungan instansi pemerintah maupun

lembaga pelatihan swasta.
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1.5. REFERENSI

a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional.

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007

Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

h. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor PER. 01/KEP.LKPP/06/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

1.6 METODE PENYAJIAN

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ini digunakan sebagai acuan bagi para LPPBJ, untuk
menyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan ringkasan isi masing-

masing bab sebagai berikut:
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1.7

Bab | Pendahuluan
Menguraikan landasan pemikiran, tujuan, sasaran, ruang

lingkup dan metode penyajian.

Bab Il Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan
Menguraikan perencanaan penyelenggaraan pelatihan, yang
meliputi pengembangan kurikulum, jadual pelatihan, materi
pelatihan, identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana

pelatihan, dan identifikasi kebutuhan pembiayaan pelatihan

Bab Il Penyelenggaraan Pelatihan
Menguraikan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, yang
meliputi kegiatan persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan,

pelaporan pelatihan, dan pengembangan basis data pelatihan.

Bab IV Fasilitator
Menguraikan tentang prosedur penetapan, penggantian
fasilitator suatu pelatihan, dan persyaratan seseorang untuk

dapat ditunjuk sebagai fasilitator pelatihan.

Bab V Peserta Pelatihan
Menguraikan persyaratan peserta pelatihan PBJ

Bab VI Evaluasi
Menguraikan tentang jenis evaluasi pelatihan.

DAFTAR ISTILAH

Pelatihan PBJ Kurikulum khusus:

Adalah pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan
kurikulum pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang

dirancang khusus sesuai kebutuhan atau permintaan penggunanya.
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Pelatihan Sertifikasi PBJ:
Adalah pelatihan peningkatan kompetensi PBJ dengan kurikulum,
materi dan jadwal standar dari LKPP dan disertai ujian sertifikasi bagi

peserta pelatihan oleh LKPP.

Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPPBJ):
Adalah lembaga penyelenggaraan pelatihan (Pusat pendidikan dan
pelatihan, Badan pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi, maupun
organisasi pendidikan dan pelatihan swasta) yang menyelenggarakan
pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai peraturan yang

berlaku.

Kalender Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Adalah rencana pelatihan setahun yang disusun oleh LPPBJ
berdasarkan kebutuhan, terdiri dari tahun penyelenggaraan pelatihan,
jenis pelatihan, rencana bulan/tanggal pelaksanaan, rencana jumlah

kelas .

Jadwal pelatihan:
Adalah rencana pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang
akan dilaksanakan, terdiri dari hari, tanggal, waktu, materi, dan

fasilitator pelatihan.
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<

BAB Il

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN

Keberhasilan penyelenggaraan sebuah pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tidak akan lepas dari perencanaan yang baik untuk mewujudkan
proses penyelenggaraan pembelajaran terstruktur sesuai kebutuhan
peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Perencanaan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
meliputi pengembangan kurikulum; penyusunan kalender pelatihan;
penyusunan materi pelatihan; identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
pelatihan; dan identifikasi kebutuhan pembiayaan pelatihan.

Perencanaan penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan oleh LPPBJ
dengan melibatkan pihak pengguna maupun pihak LKPP, sebagaimana

digambarkan dalam bagan alur di lampiran 18.

2.1. PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum oleh LPPBJ utamanya untuk pelatihan PBJ
kurikulum khusus; sedangkan untuk pelatihan sertifikasi PBJ,
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kurikulum sesuai dengan kurikulum standar yang diterbitkan oleh
LKPP.

Kurikulum pelatihan PBJ menguraikan Kompetensi dasar dan Indikator
keberhasilan yang akan dikembangkan dalam pelatihan.

Tahapan pengembangan kurikulum meliputi:

a. Analisa Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis/TNA)
Adalah proses memperoleh informasi kompetensi apa yang
perlu ditingkatkan dalam sebuah pelatihan berdasarkan analisis
atas identifikasi kebutuhan pelatihan (lembar identifikasi
kebutuhan pelatihan lampiran la s.d. c), rincian tugas pada
lembar ldentifikasi Kebutuhan Pelatihan (lampiran la s.d. c)
dapat dikembangkan sesuai jabatan calon peserta yang

dianalisis.

b. Penentuan tujuan pelatihan

Tujuan pelatihan terdiri dari :

1. Kompetensi Dasar.
Menggambarkan kompetensi dasar atau kemampuan/
kecakapan/ ketrampilam umum yg diharapkan dapat
dikuasai oleh peserta setelah menyelesaikan kegiatan
pelatihan.

2. Indikator Keberhasilan
Merupakan penjabaran lebih lanjut dari kompetensi dasar,
yaitu seperangkat kompetensi khusus/ kecakapan tertentu
yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta agar dapat

mencapai kompetensi dasar.

c. Penentuan Kurikulum Pelatihan
Berdasarkan hasil tahap a dan b, disusun kurikulum pelatihan

dengan mengisi lembar kurikulum pelatihan (lampiran 2).
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2.2.

2.3.

d. Penyusunan Materi Pelatihan
Materi pelatihan disusun berdasarkan Kurikulum pelatihan,
dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu pelatihan.
Urutan materi pelatihan harus dalam alur pikir yang runut/logis.
Untuk pelatihan sertifikasi PBJ: Modul atau bahan ajar dapat
diperoleh dengan mengunduh dari website LKPP.
Untuk pelatihan PBJ Kurikulum khusus: Modul atau bahan ajar
dikembangkan sendiri oleh fasilitator berdasarkan kurikulum
pelatihan PBJ Kurikulum khusus hasil TNA.

e. Penyusunan Kalender Pelatihan
Berdasarkan kebutuhan pelatihan selama satu tahun maka
LPPBJ menyusun kalender pelatihan yang terdiri dari, tahun
periode penyelenggaraan pelatihan, jenis pelatihan, rencana
jumlah kelas, rencana jumlah peserta, rencana lama dan
bulan/tanggal pelaksanaan (sebagaimana contoh di lampiran 3).
Untuk koordinasi pelaksanaan ujian sertifikasi, maka Kalender

pelatihan agar disampaikan kepada LKPP.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

Prasarana adalah tempat atau ruangan pelatihan, sarana adalah alat
bantu yang dibutuhkan sesuai jumlah peserta untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan proses pelatihan PBJ. Identifikasi kebutuhan
sarana dan prasarana dituangkan pada lembar ldentifikasi Kebutuhan

Sarana dan Prasarana (lampiran 5)

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN
Pelatihan dapat dilaksanakan dengan anggaran dari LPPBJ/
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah atau beban peserta dalam

hal LPPBJ memiliki kewenangan memungut (sesuai tarif yang
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disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai peraturan yang
berlaku). Anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan PBJ oleh K/L
dan Pemda perlu mulai disiapkan sejalan dengan penyusunan
anggaran APBN/APBD untuk tahun anggaran yang akan datang. Tarif
yang digunakan disesuaikan dengan standar yang berlaku di

lingkungan masing-masing.
Anggaran yang perlu disiapkan antara lain untuk :
e. Akomodasi Peserta pelatihan ;

Akomodasi, berupa penginapan dan makan/minum dan uang saku
peserta selama pelatihan berlangsung (apabila biaya akomodasi

peserta selama pelatihan menjadi beban LPPBJ).
f. Tempat pelatihan (apabila menyewa).

g. Transportasi peserta (apabila biaya mendatangkan peserta menjadi
beban LPPBJ).

h. Konsumsi selama pelatihan, berupa makan siang dan snack 2x;
dan apabila biaya penginapan peserta menjadi beban LPPBJ,
maka perlu disediakan makan malam dan sarapan bagi peserta

yang menginap.

i. Petugas kesehatan untuk melayani peserta selama pelaksanaan

pelatihan bila diperlukan.

j- Modul pelatihan atau bahan ajar berikut supplemen bahan latihan,

dan buku tulis/catatan bagi peserta.

k. Biaya peralatan ; LCD proyektor, OHP, flipchart, whiteboard, sound

system.

. Kebutuhan Panitia LPPBJ.
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m. Honorarium/transport panita penyelenggara/Petugas pengelola

kelas.
n. Transportasi panitia.

0. Alat tulis kantor, bahan evaluasi, peralatan ujian (pensil,

penghapus dll).
p. Kebutuhan Narasumber/Fasilitator ;
1. Biaya transportasi mendatangkan narasumber/fasilitator.
2. Honorarium fasilitator/nara sumber.
g. Kebutuhan Ujian ;
1. Biaya transportasi Pengawas Ujian.
2. Biaya akomodasi Pengawas Ujian/peserta.
3. Sertifikat pelatihan

Kebutuhan pembiayaan yang diidentifikasi selanjutnya dituangkan

pada lembar Usulan Biaya Pelatihan (lampiran 6).
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P

BAB Il

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi
kegiatan persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, pelaporan pelatihan,
dan pengembangan basis data pelatihan. Keempat kegiatan tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:

3.1. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PBJ

Dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan PBJ perlu dibentuk Panitia
Penyelenggara antara lain menunjuk Manajer Pelatihan (MOT),Petugas
Keuangan, Petugas Administrasi dan Petugas Pengelola Kelas. Disamping
itu perlu dilakukan penetapan jadwal pelatihan, penyiapan materi pelatihan,

penyiapan fasilitator yang akan melaksanakan pelatihan, penyiapan
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prasarana dan sarana pelatihan, serta melaksanakan upaya untuk
menghimpun peserta melalui pengumuman dan seleksi peserta.

Persiapan penyelenggaraan pelatihan digambarkan dalam bagan alur di
lampiran 20.

a. Pembentukan Panitia Penyelenggara :
1. Pimpinan Instansi LPPBJ tugas pokoknya adalah:

I. Membentuk dan menetapkan Panitia pelaksanaan pelatihan PBJ,
yang terdiri dari susunan kepanitiaan:
- Manajer Pelatihan (MOT)

- Petugas Keuangan
- Petugas Administrasi
- Petugas pengelola kelas

ii. Berkoordinasi dengan pihak LKPP untuk menyelenggarakan
pelatihan sertifikasi standar.

lii. Menetapkan dan mengesahkan usulan kurikulum pelatihan PBJ
Kurikulum khusus, jadwal pelatihan, peserta, fasilitator, dan
anggaran pelatihan PBJ.

iv. Menerbitkan sertifikat telah mengikuti pelatihan PBJ kurikulum
khusus.

v. Menerbitkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan

2. MOT tugas pokoknya adalah:

I. Menyiapkan kurikulum untuk pelatihan PBJ Kurikulum khusus.

ii. Berkoordinasi dengan fasilitator untuk penyiapan modul atau
bahan ajar pelatihan PBJ Kurikulum khusus.

iii. Mendapatkan kurikulum pelatihan sertifikasi PBJ standar dari
LKPP, untuk kurikulum pelatihan sertifikasi PBJ.

iv. Mendapatkan modul atau bahan ajar standar LKPP untuk
pelatihan sertifikasi PBJ.

v.  Berkoordinasi dengan LKPP untuk rencana ujian sertifikasi PBJ.
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Vi.

Vili.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVI.

Menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan.

Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan
(penginapan, kelas, alat bantu pembelajaran).

Mengkoordinasi petugas keuangan untuk mempersiapkan
anggaran pembiayaan pelatihan.

Mengkoordinasi petugas administrasi untuk penyiapan dokumen
pelatihan.

Mengusulkan jadwal pelatihan, fasilitator dan anggaran biaya
kepada pimpinan instansi LPPBJ.

Menyiapkan buku panduan peserta (contoh lampiran 16)
Mengkoordinasi jalannya pelatihan.

Mengusulkan penerbitan sertifikat pelatihan PBJ Kurikulum
khusus kepada pimpinan instansi LPPBJ.

Mengajukan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan
instansi LPPBJ.

Menyampaikan hasil evaluasi pelatihan.

Menyusun laporan pelaksanaan pelatihan dan menyampaikannya

kepada pimpinan instansi LPPBJ dan LKPP.

3. Petugas Keuangan tugas pokoknya adalah:

Mempersiapkan usulan biaya pelatihan.
Menyiapkan dokumen-dokumen keuangan (pembiayaan dan
pendapatan).

Mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan pelatihan.

4. Petugas Administrasi tugas pokoknya adalah:

Mempersiapkan  dokumen-dokumen pelatihan PBJ  (surat,
pengumuman, jadwal, daftar hadir, papan nama peserta dan
lembar evaluasi).

Meneliti peserta sesuai persyaratan.

Membuat sertifikat pelatihan PBJ Kurikulum khusus.
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iv.

V.

Vi.

Membuat surat keterangan telah mengikuti pelatihan
Mengolah evaluasi pelatihan.

Memelihara basis data peserta

Petugas Pengelola Kelas tugas pokoknya adalah:

Mempersiapkan tempat pelatihan, (penataan kelas baik setting,
audio, visual, LCD, OHP, dan alat bantu pelatihan).
Menyediakan rambu-rambu tempat pelatihan (pengumuman letak

tempat pelatihan dan selamat datang peserta pelatihan).

iiil. Menyediapan papan nama meja peserta.

Melakukan pengamatan kelas (mengisi lembar pengamatan
lampiran10).

Membantu fasilitator dan peserta selama proses pelatihan, dengan
menyediakan kebutuhan perlengkapan pelatihan bagi peserta dan

fasilitator selama pelatihan.

b. Penetapan jadwal pelatihan

Jadwal Pelatihan PBJ adalah acuan dalam penyelenggaraan pelatihan

yang berisi informasi:

1.

5.

Tempat pelatihan.
2. Waktu penyelenggaraan pelatihan.
3.
4

. Jam pelatihan untuk masing-masing mata ajaran Fasilitator yang

Mata ajaran dan sub topik bahasan.

mengajar masing-masing mata ajaran.

Nama fasilitator.

contoh jadwal pelatihan (lampiran 4)

c. Penyiapan Materi pelatihan

Materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. adalah modul

dan/atau bahan ajar yang dipersiapkan dan dipergunakan dalam proses

pembelajaran sesuai kurikulum pelatihan yang terdiri dari:
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1. Materi pelatihan berupa modul dan bahan ajar pelatihan.

2. Dalam hal jenis-jenis pelatihan yang telah diatur oleh LKPP, panitia
pelatihan dapat menggunakan modul pelatihan LKPP.

3. Bahan ajar dalam bentuk bahan tayang dan atau latihan disiapkan
oleh fasilitator sesuai kebutuhan pelatihan dan menyampaikan kepada
panitia paling lambat 3 hari sebelum pelatihan.

4. Panitia pelatihan menggandakan modul dan bahan ajar pelatihan
sesuai kebutuhan minimal 2 hari sebelum penyelenggaraan pelatihan,

5. Panitia menyerahkan kepada peserta pelatihan hard copy modul dan

bahan ajar saat awal pelatihan atau saat registrasi peserta.

d. Penyiapan Fasilitator pelatihan PBJ

Penyiapan fasilitator pelatihan sangatlah penting untuk keberhasilan

pelatihan yang akan dilaksanakan, apalagi jika harus menggunakan

fasilitator eksternal. (lebih rinci dibahas dalam Bab 1V)

Dalam mendapatkan fasilitator perlu diperhatikan beberapa hal :

1. Adalah fasilitator yang memiliki sertifikat lulus ujian PBJ dan lulus TOT
PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP.

2. Fasilitator pelatihan ditugaskan dengan surat penugasan melatih yang
diterbitkan oleh Pimpinan LPPBJ dengan tembusan kepada LKPP.

3. Penggantian fasilitator dari yang telah ditetapkan harus dengan
persetujuan Pimpinan instansi LPPBJ. Fasilitator wajib mematuhi jam

pelatihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

e. Penyiapan prasarana dan sarana pelatihan
Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan antara lain
dapat berupa, Kelas atau ruang pelatihan, tempat menginap peserta,
maupun kendaraan penjemputan dan pengantaran peserta maupun
fasilitator.
Kelas atau ruang pelatihan adalah ruang penyelenggaraan pelatihan yang

memenuhi syarat sebagai berikut:
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f.

1. memiliki kapasitas sesuai jumlah peserta yang dipersyaratkan, untuk

pelatihan (30 orang), untuk sosialisasi sesuai jumlah peserta, dengan

jarak duduk yang memadai.

. mempunyai pengatur suhu ruangan (AC) yang memadai, atau bila

ruangan tidak ber-AC maka harus dipastikan bahwa ruangan memiliki
ventilasi yang cukup baik untuk menjaga kenyamanan peserta dalam
mengikuti pelatihan.

Bersih dan bebas dari hal-hal yang dapat mengganggu proses
pembelajaran.

Mendapat pencahayaan yang memadai, sehingga peserta dan

fasilitator dapat membaca dengan nyaman.

Panitia pelatihan menyediakan rambu-rambu tempat penyelenggaraan

pelatihan, seperti tanda selamat datang pada peserta pelatihan, petunjuk

arah ke ruang pelatihan, petunjuk arah ke toilet, petunjuk arah ke tempat
ibadah.

Sarana pelatihan meliputi:

1.

Sarana kelas atau ruang pelatihan seperti meja kursi peserta, papan
whiteboard, papan flipchart beserta kertas dan peralatan tulisnya,
serta LCD projector, dan OHP beserta layar tayang.

Perlengkapan peserta pelatihan seperti buku panduan peserta
pelatihan, buku dan alat tulis, kartu tanda nama peserta, buku
materi/modul pelatihan, daftar hadir peserta dan fasilitator, jadwal

pelatihan, lembar evaluasi.

Selama pembelajaran harus diyakinkan bahwa sarana dapat dioperasikan

dengan baik.

Pengumuman dan seleksi peserta

1. Panitia pelatihan mengumumkan rencana pelatihan melalui situs dan

atau mengirimkan surat pengumuman rencana pelatihan kepada

instansi peserta, tentang rencana penyelenggaraan pelatihan dan
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menginformasikan kapan dan bagaimana pendaftaran peserta (form
isian pendaftaran), persyaratan bagi calon peserta yang harus
dipenuhi, pengumuman dilakukan maksimal 1 bulan sebelum pelatihan.

2. Panitia Pelatihan melakukan pengujian administratif atas persyaratan
peserta, mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mengusulkan
kepada pimpinan pelatihan untuk ditetapkan.

3. Mengumumkan nama-nama peserta pelatihan, selambat-lambatnya 2
minggu sebelum pelatihan dan mengirimkan lembar konfirmasi peserta

(lampiran 7).

3.2. PELAKSANAAN PELATIHAN PBJ

Pelaksanaan pelatihan PBJ diselenggarakan berdasarkan Kalender
pelatihan dengan pelaksanaan sebagaimana digambarkan dalam bagan

alur di lampiran 21.

a. Registrasi Peserta Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan diawali dengan registrasi peserta, peserta
wajib melakukan registrasi ke Sekretariat Panitia selambat-
lambatnya satu hari sebelum penyelenggaraan pelatihan dengan
menyerahkan persyaratan sesuai pengumunan yang telah
ditentukan di lokasi penyelenggaraan pelatihan.
b. Pembukaan Pelatihan
a. Sebelum pelatihan dilaksanakan acara pembukaan.
b. Fasilitator pada hari pertama sedapat mungkin mengikuti acara
pembukaan pelatihan.
c. Penyelenggaraan Pelatihan
1. Pelatihan sedapat mungkin diselenggarakan pada hari dan jam
kerja. Jumlah jam pelatihan (jamlat) perhari adalah 10 jamlat,

setiap jamlat 45 menit.
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2. Jumlah jamlat keseluruhan harus mengacu pada kurikulum
pelatihan dan jadwal pelatihan.

3. Selama penyelenggaraan pelatihan peserta diberikan waktu
istirahat sebanyak rehat (dua kali) kali, yaitu pada pagi hari dan
sore hari masing-masing 15 (lima belas) menit dan istirahat untuk
sholat dan makan siang (ishoma) pada tengah hari selama 1
(satu) jam. Kecuali untuk hari Jum’at, ishoma diberikan sebanyak
2 (dua) jam.

4. Untuk memperlancar proses pembelajaran dikelas maka selama
pelaksanaan pelatihan ditugaskan petugas pengelola kelas untuk
menjaga ketepatan waktu pelaksanaan dan ketersediaan sarana
yang dibutuhkan selama pelatihan.

5. Setiap penyelenggaraan pelatihan harus dibuat Tata Tertib
Pelatihan dan dibacakan saat pembukaan, serta dibagikan
kepada setiap peserta pelatihan.

6. Peserta wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh
panitia pelatihan.

7. Setiap peserta pelatihan wajib mengisi dan menandatangani
lembar Bio Data peserta (lampiran 8) disertai pas foto 4x6
sebanyak (2 lembar) sebagai persyaratan untuk pembuatan

sertifikat pelatihan.

3.3. SERTIFIKAT PELATIHAN PBJ
Untuk pelatihan sertifikasi PBJ: Setelah peserta lulus ujian sertifikasi
PBJ oleh LKPP akan diberikan sertifikat tanda lulus ujian sertifikasi PBJ.
Untuk pelatihan PBJ Kurikulum Kkhusus: Peserta pelatihan akan
diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan PBJ Kurikulum khusus oleh
LPPBJ
a. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan Sertifikasi PBJ
Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan Sertifikasi PBJ (SKMP
Seritifikasi PBJ (lampiran 9), diberikan oleh LPPBJ kepada peserta
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pelatihan sertifikasi PBJ setelah peserta mengikuti pelatihan
sertifikasi PBJ sesuai kurikulum standar LKPP, SKMP Sertifikasi
PBJ digunakan sebagai prasyarat peserta untuk dapat mengikuti
ujian sertifikasi PBJ yang diselenggarakan olen LKPP. Dalam hal
ujian sertifikasi dilaksanakan langsung setelah pelatihan , maka
LPPBJ dapat menerbitkan SKMP Sertifikasi PBJ secara kolektif.

. Sertifikat mengikuti pelatihan PBJ kurikulum Khusus

Sertifikat mengikuti pelatihan PBJ kurikulum Khusus diberikan oleh
LPPBJ setelah peserta mengikuti pelatihan PBJ Kurikulum khusus

dengan syarat kehadiran minimal 90% dari jadual pelatihan.

Sertifikat mengikuti pelatihan PBJ kurikulum khusus ditanda tangani
oleh pimpinan instansi LPPBJ dan rekapitulasi sertifikat disampaikan
kepada LKPP.

3.4. UJIAN SERTIFIKASI PBJ

Setiap peserta pelatihan sertifikasi PBJ dapat mengikuti ujian sertifikasi

3.5.

PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP. LPPBJ dapat menyelenggarakan

ujian sertifikasi PBJ setelah berkoordinasi dengan LKPP dengan

memperhatikan pedoman sertifikasi PBJ yang diterbitkan oleh LKPP.

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PBJ

Setiap akhir penyelenggaraan pelatihan panitia menyusun Laporan

penyelenggaraan pelatihan untuk disampaikan kepada Pimpinan
instansi LPPBJ dan LKPP.

Laporan (lampiran 17) minimal berisi informasi mengenai:

a. Jenis pelatihan yang diselenggarakan;

b.

C.

Waktu penyelenggaraan,;

Tempat penyelenggaraan;
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3.6.

Jumlah peserta, rencana dan realisasi hadir;

Nama peserta dan asal peserta;

Jadwal dan daftar fasilitator beserta mata ajaran yang diberikan;
Rekapitulasi hasil evaluasi fasilitator/, evaluasi penyelenggaraan
pelatihan, evaluasi materi pelatihan, dan evaluasi peningkatan

pemahaman peserta pelatihan;

. Anggaran dan realisasinya (sumber dana pelatihan);

Susunan panitia pelatihan
Hambatan dalam penyelenggaraan pelatihan; dan
Hal lain yang perlu diinformasikan, antara lain adanya perubahan/

penggantian jumlah peserta, fasilitator dan jadual yang signifikan.

Kegiatan pelaporan penyelenggaraan pelatihan ini merupakan kegiatan
penyelesaian atas suatu kegiatan pelatihan. Pelaksanaannya dapat

digambarkan dalam bagan alur di lampiran 22.

PENGEMBANGAN BASIS DATA PELATIHAN PBJ
Guna pengembangan pelatihan maka diperlukan pengembangan basis
data pelatihan PBJ yang terdiri dari:

a. Pengarsipan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peserta

pelatihan, antara lain salinan bio data, rekapitulasi dan salinan

sertifikat, jadwal dan materi pelatihan.

. Mengelola basis data peserta yang minimal berisi informasi tentang

nama peserta, gelar, NIP, golongan/pangkat, tempat dan tanggal
lahir, unit organisasi, alamat, jenis pelatihan yang diikuti, tanggal

pelatihan, nomor dan tanggal sertifikat mengikuti.
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BAB IV

FASILITATOR

Dalam rangka memenuhi kualitas penyelenggaraan pelatihan PBJ, perlu

diatur penetapan fasilitatornya, sebagai berikut:

a.

Pemimpin instansi LPPBJ menetapkan fasilitator pelatihan PBJ yang
berasal dari internal LPPBJ maupun eksternal LPPBJ.

Fasilitator/ pelatihan PBJ yang ditetapkan sebagai fasilitator pelatihan PBJ
harus telah mengikuti pelatihan dan lulus Training of Trainer (ToT) PBJ
yang diselenggarakan oleh LKPP.

Penetapan fasilitator eksternal LPPBJ dapat menggunakan informasi
fasilitator pada LKPP (situs LKPP), dan setelah memperoleh ijin atau

penugasan dari instansi asal fasilitator.

. LPPBJ menyampaikan daftar nama fasilitator tersebut kepada LKPP.

Fasilitator dalam melaksanakan penugasan menyusun Satuan Acara
Pembelajaran (SAP) atau Skenario pengajaran yang meliputi tujuan

pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai,
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topik dan sub topik, uraian kegiatan pembelajaran, durasi pembelajaran,
metode dan media pembelajaran, serta evaluasi kemampuan peserta
(lampiran 11).

f. Fasilitator PBJ diharapkan mengembangkan Pedoman Pembelajaran
(Instructional guide).

g. Fasilitator menyusun  bahan ajar berdasarkan SAP  dan
menyampaikannya kepada LPPBJ untuk digandakan bagi peserta
sebelum pelatihan diselenggarakan.

h. Penggantian fasilitator dari yang tertera pada jadwal pelatihan, harus
dengan persetujuan Pimpinan instansi LPPBJ, penggantian Fasilitator
harus memenuhi prasyarat sebagai berikut.

1. Fasilitator yang tertera dalam jadwal sama sekali tidak dapat
melaksanakan tugasnya;
2. Fasilitator pengganti mengacu pada kriteria pada butir b, e s.d. g.

I. Fasilitator memiliki kewajiban mematuhi jam pelatihan sesuai dengan
surat tugas dan jadual pelatihan.

j. Dalam melakukan tugasnya fasilitator di evaluasi oleh peserta dalam hal,
sistematika penyampaian, kesesuaian metode pembelajaran, kejelasan
komunikasi, motivasi kepada peserta, manajemen waktu.

k. Hasil evaluasi peserta dihimpun dan diolah oleh LPPBJ dan digunakan
sebagai masukan pengembangan kompetensi fasilitator dan
pertimbangan penetapan fasilitator pada pelatihan PBJ berikutnya.

|.  Hasil evalusi fasilitator disampaikan kepada LKPP.

Kegiatan penyiapan dan penetapan fasilitator merupakan tugas MOT yang
melibatkan selain Pimpinan LPPBJ sendiri, juga melibatkan pihak LPPBJ
eksternal jika harus menggunakan fasilitator eksternal, pihak LKPP maupun
pihak Fasilitator itu sendiri. Kegiatan dalam penetapan fasilitator dapat

digambarkan dalam bagan alur di lampiran 19.
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BAB V

PESERTA PELATIHAN

Peserta pelatihan PBJ adalah adalah peserta dari instansi pemerintah,

BUMN/D maupun perorangan.

5.1. SYARAT PESERTA PELATIHAN PBJ
Adalah :

a. PNS, Pegawai BUMN/D, Perorangan, dan Pihak lain yang berminat
menerapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pemerintah.

b. Untuk pelatihan sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

calon peserta berijazah serendah-rendahnya Sl/setara, sedangkan
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untuk pelatihan PBJ Kurikulum khusus pendidikan minimal dapat
disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

c. Direkomendasikan oleh instansinya dibuktikan dengan surat
rekomendasi/surat tugas, kecuali peserta perseorangan.

d. Sehat jasmani dan rohani.

e. Bersedia mentaati jadwal dan tata tertib pelatihan yang ditetapkan
oleh LPPBJ.

5.2. SELEKSI PESERTA

Agar pelatihan efektif mencapai tujuan pelatihan beberapa hal yang

harus diperhatikan adalah:

a. Jumlah peserta pelatihan PBJ maksimal 30 orang per kelas, kecuali
untuk kegiatan sosialisasi sesuai kebutuhan dan kapasitas yang
tersedia.

b. Seleksi peserta didasarkan pada kriteria peserta pelatihan yang
ditetapkan baik oleh LKPP untuk pelatihan sertifikasi PBJ dan oleh
LPPBJ untuk pelatihan PBJ Kurikulum khusus.

c. pemilihan peserta juga mempertimbangkan kemanfaatan dan
aplikasi hasil pelatihan oleh peserta dilingkungan kerjanya.
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BAB VI

EVALUASI

Evaluasi adalah proses sistematis dalam menganalisis pelaksanaan program
pelatihan PBJ dengan tujuan mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran
program pelatihan PBJ, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
untuk memperoleh masukan guna pengembangan maupun perbaikan
program-program pelatihan PBJ berikutnya.

Elemen yang dievaluasi meliputi peserta, Fasilitator, penyelenggara, dan
materi pelatihan.

6.1. EVALUASI PESERTA

Meliputi evaluasi atas peserta pada tahap pra pelatihan, awal pelatihan,

selama pelatihan, akhir pelatihan dan pasca pelatihan.
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a. Evaluasi tahap pra pelatihan,
Evaluasi tahap pra pelatihan sangat berguna bagi atasan langsung
dan LPPBJ dalam memperoleh pengetahuan atas kesenjangan
kompetensi calon peserta sebelum pelatihan, dan sebagai bahan
untuk merancang kurikulum pelatihan PBJ.
Evaluasi tahap pra pelatihan terdiri dari:
i. Evaluasi aspek kinerja peserta,
Adalah untuk mengukur tingkat kinerja/kemampuan peserta
sebelum pelatihan. Evaluasi ini dilakukan oleh atasan peserta
dan instansi LPPBJ (lampiran 15).
i. Evaluasi aspek hasil peserta,
Adalah untuk mengetahui tingkat hasil kinerja/lkemampuan yang
diinginkan oleh atasan peserta sebelum pelatihan,
Evaluasi ini dilakukan oleh atasan peserta dan instansi LPPBJ
(lampiran 15).
Dengan membandingkan tingkat kinerja nyata (1) dan tingkat hasil
kinerja yang diinginkan (2), maka akan diperoleh kesenjangan (gap)

atas kompetensi peserta.

b. Evaluasi awal pelatihan (Pre Test)
Adalah evaluasi diawal pelatihan untuk mengetahui tingkat
pemahaman vyang telah dimiliki peserta sebelum pelatihan.
Pengetahuan atas tingkat pemahaman peserta diawal pelatihan
sangat berguna untuk menguji kecukupan materi dan metode
pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan sebagai bahan
mengukur tingkat capaian pengetahuan peserta diakhir pelatihan.

Evaluasi ini dilakukan dengan oleh LPPBJ.

c. Evaluasi selama pelatihan
Adalah evaluasi selama pelatihan berlangsung yang terdiri dari dua

aspek penilaian yaitu:
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i. Evaluasi aspek reaksi peserta,
Adalah mengevaluasi seberapa jauh reaksi/respon peserta
selama proses pelatihan. Pengetahuan tentang reaksi/respon
peserta selama pelatihan sangat berguna untuk mengukur
ketepatan penerapan metode pembelajaran sesuai dengan
kondisi peserta, sebagai masukan bagi fasilitator dalam
mengembangkan metode pembelajaran selama pelatihan, dan
masukan bagi instansi LPPBJ atas penerapan metode
pembelajaran fasilitator.
Evaluasi ini dilakukan oleh instansi LPPBJ dan fasilitator
(lampiran 12).

ii. Evaluasi aspek pembelajaran peserta,
Adalah untuk mengukur seberapa jauh peserta bertambah
pengetahuannya dan keterampilannya diakhir pelatihan, evaluasi
ini berguna untuk mengukur efektifitas pelaksanaan pelatihan
sesuai tujuannya, dan sebagai bahan untuk merancang pelatihan
berikutnya.
Evaluasi ini dilakukan oleh instansi LPPBJ dan instruktur/

fasilitator.

d. Evaluasi akhir pelatihan (Post Test)
Adalah evaluasi diakhir pelatihan untuk mengetahui tingkat
pemahaman yang telah dimiliki peserta setelah pelatihan.
Pengetahuan atas tingkat pemahaman peserta diakhir pelatihan
sangat berguna untuk mengukur efektifitas pelatihan.

Evaluasi ini dilakukan dengan oleh LPPBJ.

e. Evaluasi pasca pelatihan
Evaluasi tahap pasca pelatihan sangat berguna bagi atasan peserta
untuk mengukur peningkatan kinerja/lkemampuan peserta setelah

mengikuti pelatihan, bagi LPPBJ evaluasi pasca pelatihan berguna
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untuk memperoleh masukan efektifitas output pelatihan dan
masukan untuk pengembangan kurikulum pelatihan kedepan.
Evaluasi pasca pelatihan terdiri dari dua aspek penilaian yaitu:
i. Evaluasi aspek kinerja peserta,
Adalah untuk mengukur tingkat kinerja/kemampuan nyata peserta
dilingkungan kerjanya setelah mengikuti pelatihan.
Evaluasi ini dilakukan oleh atasan peserta dan atau instansi
LPPBJ (lampiran 15).
i. Evaluasi aspek hasil peserta,
Adalah untuk mengukur seberapa jauh hasil yang dicapai peserta
setelah pelatihan menurut atasannya, hal ini berguna bagi atasan
untuk mengukur efektifitas outcome pelatihan, dan masukan bagi
LPPBJ dalam mengembangkan pelatihan PBJ.
Evaluasi ini dilakukan oleh atasan peserta dan instansi LPPBJ
(lampiran 15).
Dengan membandingkan tingkat kinerja dan hasil kerja peserta pra

dan pasca pelatihan, maka akan diketahui efektifitas pelatihan.

6.2. EVALUASI FASILITATOR

Evaluasi fasilitator dilakukan oleh peserta dengan mengevaluasi aspek-

aspek berikut: (lampiran 13).

a.
b.

~ ® o o

= «Q

Pencapaian tujuan intruksional;

Sistematika penyajian;

Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program pelatihan;
Ketepatan dan manajemen waktu;

Penggunaan metode dan sarana pelatihan;

Sikap/affective;

Cara menjawab pertanyaan dari peserta;

Pemberian motivasi kepada peserta,

Penguasaan materi;
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6.3.

6.4.

EVALUASI PENYELENGGARA

Evaluasi LPPBJ dilakukan oleh peserta dengan mengevaluasi aspek-
aspek berikut: (lampiran 14)

a. Efektivitas penyelenggaraan;

b. Kesiapan dan ketersediaan sarana pelatihan;

c. Kebersihan kelas;
d

. Ketersediaan dan kelengkapan bahan pelatihan;

EVALUASI MATERI

Evaluasi materi dilakukan oleh peserta dengan mengevaluasi aspek-
aspek berikut: (lampiran 14)

a. Sistematika penyajian

b. Kejelasan dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami

c. Kemanfaatan

Seluruh hasil evaluasi diolah oleh LPPBJ dan digunakan sebagai bahan
pengembangan serta perbaikan pelatihan PBJ berikutnya.
Rekapitulasi hasil evaluasi disampaikan kepada LKPP sebagai bahan

monitoring pelaksanaan pelatihan selanjutnya.

© Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ — LKPP 29



% Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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LEMBAR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN

(diisi oleh calon peserta & atasannya sebelum pelatihan)

Instansi
Rencana Pelatihan Waktu
Nama calon peserta

Lampiran la

Isilah dengan memberi tanda (V) dalam kolom yang dipilih sesuai jabatan calon peserta pelatihan:
Diisi oleh masing-masing peserta sesuai jabatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

No.
@

TUGAS
@)

Tidak
Memiliki
Pengetahuan
untuk
melaksanakan
tugas (3)

Memiliki
Pengetahuan
Untuk
melaksanakan
tugas scr teori

(4)

Mampu
Melaksanakan
tugas
Dengan
Benar

®)

Mampu
membimbing
orang lain
melaksanakan
tugas dengan
benar (6)

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menetapkan rencana
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa

Menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa

Menandatangani Kontrak dan
melaksanakan Kontrak dengan
Penyedia Barang/Jasa

Mengendalikan pelaksanaan
Kontrak

Melaporkan
pelaksanaan/penyelesaian
Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA

Melaporkan kemajuan
pekerjaan termasuk
penyerapan

anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan

Menyerahkan hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA dengan Berita
Acara Penyerahan

menyimpan dan menjaga
keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.

, 201

Tanda tangan
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Instansi

LEMBAR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN

(diisi oleh calon peserta & atasannya sebelum pelatihan)

Rencana Pelatihan Waktu
Nama calon peserta :

Lampiran 1b

Isilah dengan memberi tanda (V) dalam kolom yang dipilih sesuai jabatan calon peserta pelatihan:
Diisi oleh masing-masing peserta sesuai jabatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

No.
(1)

TUGAS
)

Tidak
Memiliki
Pengetahuan
untuk
melaksanakan
tugas (3)

Memiliki
Pengetahuan
Untuk
melaksanakan
tugas scr teori

(4)

Mampu
Melaksanakan
tugas
Dengan
Benar

®)

Mampu
membimbing
orang lain
melaksanaka
n tugas
dengan benar

(6)

ULP/PEJABAT PENGADAAN

menyusun rencana pemilihan
Penyedia Barang/Jasa

Menetapkan Dokumen
Pengadaan

Menetapkan besaran nominal
Jaminan Penawaran

Mengumumkan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di
website K/L/D/I masing-masing
dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE

untuk diumumkan dalam Portal
Pengadaan Nasional

menilai kualifikasi Penyedia
Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau
pascakualifikasi

melakukan evaluasi
administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang
masuk

™~

menjawab sanggahan

Menetapkan Penyedia
Barang/Jasa

menyerahkan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK
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€)) (2) (©) (4) (5) (6)

10. | menyerahkan dokumen asli
pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PA/KPA

11. | membuat laporan mengenai
proses dan hasil Pengadaan
kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/
Pimpinan Institusi

12. | Memberikan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan

kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA

: , 201
Tanda tangan

© Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan PBJ — LKPP 33




@ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

LEMBAR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN

(diisi oleh calon peserta & atasannya sebelum pelatihan)

Instansi
Rencana Pelatihan Waktu
Nama calon peserta

Lampiran 1c

Isilah dengan memberi tanda (V) dalam kolom yang dipilih sesuai jabatan calon peserta pelatihan:
Diisi oleh masing-masing peserta sesuai jabatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

No. Tidak Memiliki Mampu Mampu
1) Memiliki Pengetahuan Melaksanakan membimbing
TUGAS Pengetahuan Untuk tugas orang lain
2 untuk melaksanakan Dengan melaksanakan
melaksanakan tugas scr teori Benar tugas dengan
tugas (3) (4) (5) benar (6)
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. melakukan pemeriksaan hasil
pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan
ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak
2. menerima hasil Pengadaan
Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian
3. | membuat dan menandatangani
Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan
, ,201
Tanda tangan
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Lampiran 2
LEMBAR KURIKULUM PELATIHAN
(diisi oleh MOT)
Instansi Pengguna
Rencana Waktu Pelatihan
Jumlah Calon Peserta
Latar Belakang Peserta
Deskripsi Singkat Pelatihan
Kompetensi Dasar
Indikator Keberhasilan
No. JENIS DURASI Fasilitator
TOPIK MATERI Pel(ifilhman) Kompetensi Jumlah
, 201

Tanda tang%
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Lampiran : 3
LPPBJ
KALENDER PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN
No. JENIS JUMLAH LOKASI BULAN & TANGGAL PELAKSNAAN
PELATIHAN Kelas | Peserta | Lama/ 213|4(5|6|7(8|9(10|11 |12
PBJ JP
PELATIHAN SERTIFIKASI PBJ:
PELATIHAN PBJ KURIKULUM KHUSUS:
, 201
Tanda tangan
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Lampiran : 4
JADWAL PELATIHAN
LOKASI
TANGGAL S.D.
No. HARI TANGGAL WAKTU MATERI JP FASILITATOR
1. Pertama | .................. 08.00-10.00 | cevvveveiee | i | i
10.00-10.15 Rehat
10.15-12.00
12.00-13.00 Isoma
13.00-15.00
15.00-15.15 Rehat
15.15-17.00
dst | ...
, , 201

Tanda tang%
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Lampiran 5
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA dan PRASARANA
(diisi oleh MOT)
Instansi Pengguna
Rencana Waktu Pelatihan
Jumlah Calon Peserta
Latar Belakang Peserta
Deskripsi Singkat Pelatihan

Kompetensi Dasar
Indikator Keberhasilan

SARANA:

Ruang Pelatihan
Kapasitas Ruangan : peserta
Jumlah Ruangan : buah
Fasilitas Ruangan ACo_ Audio:o
Fasilitas lain

Seting Ruangan

Kamar Tidur
Kapasitas Kamar : peserta
Jumlah Kamar : buah
Fasilitas kamar 1-AC: m

- kamar mandi o
-WC ]
- meja belajar o
- meja rias o

- internet O

PRASARANA:

No. Jenis Jumla

OHP

Flipchart

Papan tulis putih

Kertas flipchart

Spidol

LCD

Slide proyektor

Laptop

©XIND OA WIN
ojojojojolo|o|o|o

Internet

, , 201
Tanda tangan
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Lampiran 6
USULAN KEBUTUHAN BIAYA PELATIHAN
(diisi oleh MOT)
Instansi Pengguna
Rencana Waktu Pelatihan
Jumlah Calon Peserta
Latar Belakang Peserta
Deskripsi Singkat Pelatihan

No. | Komponen Biaya | Volume | Tarif | Nilai Anggaran
1. Kebutuhan Peserta Pelatihan:
1. Kamar penginapan kamar | Rp Rp
2. Sarapan Porsi | Rp Rp
3. Snack rehat pagi Porsi | Rp Rp
4, Snack rehat sore Porsi | Rp Rp
5. Makan siang Porsi | Rp Rp
6. Makan malam Porsi | Rp Rp
7. Transport peserta Orang | Rp Rp
8. Kesehatan Orang | Rp Rp
Sub Total | Rp
2. Kebutuhan Materi Pelatihan:
1. Alat Tulis peserta Set/orang | Rp Rp
2. Tas Peserta Set/orang | Rp Rp
3. Modul Set/orang | Rp Rp
4. Bahan ajar Set/orang | Rp Rp
5. Sewa LCD Jam | Rp Rp
6. Sewa OHP Jam | Rp Rp
7. Sewa flipchart Jam | Rp Rp
8. Ruang kelas

(termasuk meja kursi
peserta, whiteboard,

flipchart, sound system) Hari | Rp Rp
9. Aula Hari | Rp Rp
Sub Total | Rp

3. Kebutuhan Panitia Pelatihan:
1. Kamar penginapan Kamar | Rp Rp
2. Sarapan Porsi | Rp Rp
3. Snack rehat pagi Porsi | Rp Rp
4. Snack rehat sore Porsi | Rp Rp
5. Makan siang Porsi | Rp Rp
6. Makan malam Porsi | Rp Rp
7. Transport panitia Orang | Rp Rp
8. Kesehatan Orang | Rp Rp
9. | Uangsaku Org| Hari|Rp Rp
10. | Alat tulis Set | Rp Rp
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11. | Kertas HVS Rim | Rp Rp
12. | Tinta printer Unit | Rp Rp
13. | Foto copy Lembar | Rp Rp
Sub Total | Rp
4. Kebutuhan Narasumber/Fasilitator:
1. Kamar penginapan Kamar | Rp Rp
2. Sarapan Porsi | Rp Rp
3. Snack rehat pagi Porsi | Rp Rp
4, Snack rehat sore Porsi | Rp Rp
5. Makan siang Porsi | Rp Rp
6. Makan malam Porsi | Rp Rp
7. Transport Orang | Rp Rp
8. Honor mengajar Org JP | Rp Rp
9. Uang saku Org Hari | Rp Rp
10. | Honor bahan ajar Orang | Rp Rp
Sub Total | Rp
4. Kebutuhan Ujian Sertifikasi:
1. Snack rehat pagi Porsi | Rp Rp
2. Snack rehat sore Porsi | Rp Rp
3. Makan siang Porsi | Rp Rp
4. Transport Pengawas Orang | Rp Rp
5. Uang saku Pengawas Orang | Hari | Rp Rp
6. Transport Peserta Orang | Rp Rp
7. Uang saku Peserta Orang | Hari Hari | Rp
8. Alat tulis peserta Set/Orang | Rp Rp
Sub Total | Rp
Total | Rp

Tanda tangan

, 201
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Lampiran 7
LEMBAR KONFIRMASI MENGIKUTI PELATIHAN i
(diisi oleh peserta sebagai konirmasi keikutsertaan pelatihan)

Kepada Yth.
Panitia Pelatihan PBJ:
di-
Bersama ini disampaikan bahwa kami:

Nama / Lembaga

Alamat rumah

Telp/Fax

E-mail
Bersedia untuk  mengikuti  pelatihan pada tanggal

, dan bersedia mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan panitia pelatihan, berikut

kami lampirkan Bio data kami.

Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Menyetujui | s [ erererrnerenrerneereae.

( pimpinan instansi calon_) ( calon peserta )

Sekretariat panitia: (telah dicantumkan pada saat pengiriman blanko lembar ini)

alamat: no telp

Contact persons: no telp
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BIO DATA CALON PESERTA PELATIHAN PBJ

Lampiran 8

(diisi oleh peserta dan merupakan lampiran konfirmasi pesert

Pelatihan
Tanggal
Tempat

photo
46 =
2 lembar

agar diisi dengan huruf balok:
DATA PRIBADI
Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Tempat, Tgl Lahir

Alamat rumah

Telepon/Fax

Handphone

Email

DATA LEMBAGA
Nama Lembaga

Alamat lembaga

Telepon/Fax

Website

Email

Uraikan secara singkat pengalaman Anda dibidang PBJ:

gunakan lembar tambahan bila diperlukan
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Lampiran: 9
SURAT KETERANGAN

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN SERTIFIKASI PBJ

Nomor: Sket /bulan /tahun

Sehubungan telah berakhirnya pelatihan sertifikasi pengadaan barang/jasa yang
diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah: pada tanggal s.d. 20__, dengan ini

kami sampaikan, bahwa:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat dan Tanggal lahir

Alamat

Instansi

dan sesuai surat Ketetapan peserta Nomor: Tanggal : telah

mengikuti pelaksanaan pelatihan yang kami selenggarakan di

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan seperlunya (surat keterangan ini tidak
sebagai bukti lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang
diselenggarakan oleh LKPP).

: , 201
Tanda tangan
Pimpinan LPPBJ

Tembusan kepada:
a. LKPP

b. Pimpinan Instansi peserta
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Lampiran: 10
LAPORAN PENGAMATAN KELAS
Pelatihan
Tanggal s.d.
Tempat
Petugas Pengelola Kelas :
Hari/ Jam | Jumlah | Fasilitator | Pokok/Sub Media dan Alat Metode Partisipasi
Tgl Peserta Nama Pokok Bantu Pembelajaran Peserta
Bahasan Pembelajaran
-OHP -Ceramah -Aktif
-White board |-Tanya jawab -Pasif
-Flipchart -Diskusi
-Laptop -Simulasi
-Peragaan
-dll
Dst...
, 201
Tanda tangan
44
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Lampiran: 11
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
Pelatihan:
Tanggal:
Kompetensi Dasar :
Indikator Keberhasilan :
a.
b.
(o
Pokok Media
. Bahasan & . Kegiatan Metode Evaluasi dan
Sub Pokok Pembelajaran Peserta Alat
Bahasan Bantu
, , 201

Tanda tangan
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Lampiran: 12

EVALUASI REAKSI PESERTA

(diisi peserta saat rehat sesi pembelajaran)

Materi Pelatihan
Fasilitator
Tanggal

Waktu ;

rankinglah reaksi diri Anda saat mengikuti sesi pembelajaran ini dengan melingkari angka
rangking.(semakin besar angka ranking yang dipilih berarti menunjukkan nilai sesi ini BAIK menurut
anda, demikian pula sebaliknya menunjukkan KURANG BAIK apabila angka yang dipilih tambah
kecil)

saya mendapati bahwa sesi ini:

MENARIK 7|161|5 3 |2 |1 | MEMBOSANKAN

BERMANFAAT 7165 3 |2 |1 | BUANG WAKTU

TERLALU CEPAT 7|161|5 3 |2 |1 | TERLALULAMBAT

AKTIF 7|161|5 3 |2 |1 |PASIF
TERLALU MUDAH
DIPAHAMI 7165 3 |2 |1 | TERLALU SUSAH DIPAHAMI

SANGAT RELEVAN 7|161|5 SANGAT TIDAK RELEVAN

DIKELOLA DENGAN

B N T B~ I S O LS
w
N
=

BAIK 71615 3 2 1 TIDAK TERARAH
FLEKSIBEL 71615 3 |2 |1 |TIDAK FLEKSIBEL
BAGUS 71615 3 |2 |1 |BURUK

SANTAI 71615 3 2 1 MENEGANGKAN
Komentar

(Session Reaction, Langevin Learning Services)
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Lampiran: 13
EVALUASI FASILITATOR

(diisi peserta setelah selesai sesi fasilitator)

Materi/mata
pembelajaran
Tanggal

Waktu

Nama Fasilitator
Isilah dengan memberi tanda (V) pada kolom penilaian:

Perlu Cukup Baik Sangat

ditingk Baik
UNSUR YANG DINILAI Atk

1 2 3 4

PRESENTASI

>

Variasi/macam metode pembelajaran (ceramabh,
Tanya-jawab, studi kasus, simulasi, role play, dll)

N

Variasi/macam alat bantu (LCD, OHP, Whiteboard,
flipchard, dll)

Percaya diri fasilitator

Penguasaan materi fasilitator

PENGORGANISASIAN

| 00

Kesesuaian materi dengan kebutuhan/harapan
peserta

Instruksi dengan langkah-langkah yang jelas

Pernyataan tujuan dan arah pelatihan jelas

Manajemen waktu

PENYAMPAIAN

Penyampaian gambaran umum

Penyampaian sistematis/sesuai alur pikir

Menjelaskan manfaat pelatihan bagi peserta

Penyampaian substansi yang relevan

Memberikan contoh dan Latihan yang realistis

Memberikan kesimpulan setiap topik

Menjelaskan aplikasi hasil pelatihan ditempat kerja

PELIBATAN PESERTA

PIO|N|Q 0 RIWINIE IO WIN

Menggunakan metode kompetisi (menggunakan
reward)

Mendorong peserta turut menyimpulkan

Menghidupkan suasana (contoh dg ice break)

Menerapkan diskusi kelompok

SARAN PENGEMBANGAN FASILITATOR

=ims e N

Bagaimana kesan Anda (hal yang disukai) pada sesi ini:

2. | apa saran Anda untuk pengembangan fasilitator:

(Validation Cheklist, Langevin Learning services)
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Lampiran: 14
EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN
(diisi peserta diakhir pelaksanaan pelatihan)
Nama Pelatihan
Tanggal
Waktu
Tempat :
Isilah dengan memberi tanda () pada kolom penilaian:

Sangat | Cukup Baik | Sangat
No UNSUR YANG DINILAI kurang Baik
1 2 3 4

SARANA & PRASARANA

Kenyamanan ruang/tempat pelatihan

N>

Alat tulis, kertas, dan perlengkapan pelatihan
tersedia selama pelatihan

Bahan ajar/modul tersedia tepat waktu

Ketersedian alat bantu sesuai metode pembelajaran

Pelayanan Panitia

MATERI

Plm s w

Material bahan ajar/modul memadai dan mudah
terbaca

Materi relevan dengan tugas

Materi dapat diaplikasikan ditempat kerja

AKOMODASI

Pengaturan waktu break, ishoma

Variasi menu sesuai

WINIE IO W N

Kenyamanan akomodasi kamar dan tempat
pelatihan

M

MASUKAN PERBAIKAN

Menurut saya dalam hal pelaksanaan pelatihan hal yang perlu diperbaiki adalah:

(Validation Cheklist, Langevin Learning services)
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Pelatihan
Tanggal

SURVEI KINERJA PESERTA & HASIL

Nama Peserta
Identifikasi kemampuan pegawai Anda dalam melaksanakan tugas yang diembannya
sesuai kolom "pelaksanaan tugas” dibawah, berilah tanggapan bila perlu.
Untuk setiap pelaksanaan tugas pegawai harap anda tentukan % kemampuannya baik
sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan.

Patokan % kemampuan adalah sebagai berikut:

untuk melaksanakan tugas untuk pelaksanaan tugas

yang bagus untuk
pelaksanaan tugas

Lampiran 15

(diisi oleh atasan peserta sebelum dan setelah peserta mengikuti pelatihan)

0% 50% 100%
Tidak trampil dan tidak Cukup trampil dan memiliki ~ Memiliki ketrampilan yang
memiliki pengetahuan pengetahuan yang cukup  mumpuni dan pengetahuan

KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS

%
Sebelum
Pelatihan

%

Setelah
Pelatihan

Mampu menyusun perencanaan pekerjaan sebelum
memulai tugas PBJ.
Tanggapan:

Mampu memutuskan alternatif PBJ yang benar, praktis,
singkat saat waktu pelaksanaan mendesak
Tanggapan:

Mampu bekerjasama dengan rekan, atasan dan
narasumber untuk memilih alternatif pelaksanaan PBJ
Tanggapan:

Mampu menganalisis pencapaian target PBJ secara akurat
Tanggapan:

Mampu menguraikan dan memperagakan rincian/tahapan
pelaksanaan PBJ
Tanggapan:

HASIL

o

Penyelesaian waktu PBJ 1 2
Sangat Lambat
lambat

Cukup
Cepat

Tepat
Waktu

Sangat
Cepat

2.

Kualitas penyelesaian PBJ Sangat Buruk
Buruk

Cukup
Baik

Baik

Sangat
baik

(Job performance survey, Langevin Learning Services)
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Lampiran; 16

CONTOH

BUKU PANDUAN PESERTA
PELATIHAN
Tempat , ,20

KATA PENGANTAR
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Kami segenap panitia penyelenggara pelatihan , mengucapkan selamat

datang dan selamat mengikuti pelatihan

Selanjutnya untuk kenyamanan dan kelancaran pelatihan, maka kami sajikan beberapa
informasi yang perlu para peserta ketahui dalam buku panduan peserta, yaitu antara lain:
1. Tata tertib selama mengikuti pelatihan

2. Jadwal pelatihan

3. Fasilitas pelatihan

4. Susunan panitia pelatihan

TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta wajib paling lambat 5 menit sebelum Jadwal pelatihan dimulai dan mengisi
daftar kehadiran.

2. Apabila peserta berhalangan mengikuti pelatihan, wajib menyampaikan pemberitahuan
kepada panitia pelatihan baik lisan maupun tulisan.

3. peserta yang kehadirannya kurang dari 90% jadwal pelatihan tidak akan diberikan
sertifikat/surat keterangan mengikuti pelatihan dan tidak diperkenankan mengikuti ujian
sertifikasi.

4. Guna pengembangan pelatihan maka, Peserta diminta mengisi lembar evaluasi yang
telah disediakan (lembar evaluasi fasilitator, penyelenggara dan lainnya).

FASILITAS PELATIHAN

1. Peserta memperoleh kit pelatihan berupa:
a. Tas
b. modul dan handouts
c. hame tag
d. papan nama meja
e. alattulis
2. Dalam hal peserta memperoleh modul pelatihan, maka peserta dilarang

memperbanyak tanpa seijin panitia.
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3. selama pelatihan peserta disediakan konsumsi (snack dan makan) sesuai jadwal

1.

3.

ok~ 0N e

pelatihan

Senin:
Selasa:
dst..

JABATAN
Pimpinan LPPBJ
Manajer Pelatihan
Petugas Keuangan
Petugas Administrasi
Petugas Pengelola Kelas

JADWAL PELATIHAN

PANITIA PELATIHAN

NAMA

CONTOH

/ Telp

/ Telp

Lampiran 17
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LAPORAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN

Tempat : 20__

Disusun oleh
Penyelenggara

DAFTAR ISI
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VI.

VII.

LATAR BELAKANG
TUJUAN

SASARAN

STRUKTUR PROGRAM
PENYELENGGARAAN
V.1. PESERTA

V.2. FASILITATOR
V.3. WAKTU DAN TEMPAT
V.4. PELAKSANAAN
V.5. EVALUASI
PENUTUP

LAMPIRAN

LATAR BELAKANG

Halaman
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Menguraikan dasar pemikiran atau kondisi yang melatar belakangi diselenggarakannya pelatihan.

IIl.  TUJUAN
Menguraikan tujuan akhir secara umum yang akan dicapai dengan diselenggarakannya pelatihan ini.

lll. SASARAN
Menguraikan hal-hal apa saja yang akan dicapai agar tujuan pelatihan tersebut dapat terwujud.

IV. STRUKTUR PROGRAM
1. Materi Pelatihan

menguraikan struktur materi beserta alokasi waktu penyampaiannya baik teori maupun praktek.

No. Materi Waktu (jpl)
Teori Praktek | Jumlah

Jumlah

2. Metode, Media dan Alat Bantu Pembelajaran

Menguraikan metode, media dan alat bantu yang digunakan selama proses pelatihan. yang dapat
berupa:
a. Metode pembelajaran yang digunakan lebih melibatkan keaktifan peserta, yaitu:
1) Curah pendapat (brainstorming).
2) Ceramah tanya jawab.
3) Diskusi kelompok.
4) Latihan (exercise).
5) Praktik memfasilitasi (microfacilitating).
b. Media yang digunakan yaitu tayangan/powerpoint materi, modul, dan bahan belajar lainnya.
c. Alat bantu berupa komputer, laptop, LCD projector, whiteboard, flipchart, spidol, lembar latihan,
dan alat tulis kantor lainnya.

V. PENYELENGGARAAN

Menguraikan proses penyelenggaraan pelatihan, baik aspek peserta, fasilitator, waktu dan tempat,
proses pelaksanaan, evaluasi, kesimpulan, dan penutup.

A. PESERTA
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Jumlah peserta yang terdaftar dalam pelatihan ini sebanyak 30 orang. Berikut adalah daftar nama

peserta :
No. Nama Unit Kerja
B. FASILITATOR
Menguraikan nama-nama fasilitator berdasarkan mata pembelajarannya.
No. Nama Unit Kerja
C. WAKTU
Menguraikan jadwal pelatihan
e Ll AR i Nara Sumber |  Keterangan
Hari , tanggal
1.
2.
3.
D. PELAKSANAAN

E. EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN

Menguraikan secara singkat setiap substansi pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ada (seperti isi
singkat materi, pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka saat proses pembelajaran, dll).

Evaluasi pelaksanaan ToT mencakup 3 (tiga) aspek, Fasilitator, pemahaman peserta, pelaksanaan
pelatihan dan reaksi peserta. diuraikan rekapitulasi dan kesimpulan evaluasi setiap aspek, serta hal-hal
yang menarik bagi peserta dan hal-hal yang harus diperbaiki menurut peserta. Keseluruhan penilaian

dilampirkan.

1. Evaluasi terhadap peserta

Evaluasi terhadap peserta mencakup keberhasilan peserta yang dinilai dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek

yaitu:

a. Pemahaman pengetahuan melalui pre dan post test yang dilakukan oleh LPPBJ dengan

menggunakan soal dari LKPP,

b. Aspek reaksi peserta selama pelatihan, sebagai bagian pengamatan oleh MOT atas reaksi diri
peserta selama pelatihan,
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c. Dan aspek keterampilan memfasilitasi yang dilakukan melalui kegiatan microfacilitating (bagi
pelatihan TOT).

2. Evaluasi terhadap Fasilitator

Evaluasi terhadap fasilitator mencakup penilaian peserta atas aspek teknik presentasi,
pengorganisasian, cara penyampaian, dan seberapa jauh fasilitator melibatkan peserta dalam proses

pembelajaran.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan

Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan mencakup penilaian peserta atas aspek penyelenggaraan

pelatihan seperti, sarana dan prasarana pelatihan, media pembelajaran, akomodasi, efektivitas
pembelajaran, dan relevansi dengan tugas.

VI. PENUTUP
Menguraikan kesimpulan secara menyeluruh atas pelaksanaan pelatihan serta saran guna perbaikan
kedepan.
Kesimpulan
Menguraikan kesimpulan atas keseluruhan pelaksanaan pelatihan.
Saran
Menguraikan saran peserta maupun masukan untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan berikutnya.
VI. LAMPIRAN
Yang harus dilampirkan pada laporan ini adalah:
1. Jadwal pelatihan
2. Nama-nama fasilitator beserta SAP/Skenario pembelajaran
3. Daftar Nama peserta disertai file excel
4. Hasil Evaluasi.
Bagan Alur Lampiran 18
PERENCANAAN PELATIHAN
Pengguna LPPBJ LKPP
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Evaluasi
Kinerja — .
Peserta & di Informasikan
Hasil A
Permintaan v
pelatihan [® TNA
F 3
Identifikasi
Kebutuhan
Pelatihan
A\ 4
-Menetapkan
Tujuan Pelatihan
-Mengembangkan
Kurikulum
Kalender
Pelatihan
-Penganggaran/
Pembiayaan
Bagan Alur
PENETAPAN FASILITATOR

Lampiran 19
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MOT Pimpinan Fasilitator LPPBJ KPP
LPPBJ Eksternal
Kalender/ / Penetapan .
/Pa ender »  Panitia Koordinasi
ermlntaan/ Pelatihan Jadwal
F 3
~Surat -Surat
cek - permohonan
tidak . »| permohonan
kesiapan . fasilitator fasilitator
fasilitator ters+ed|a eksternal
Cek )
di situs !
LKPP
| tersedia | -Suratm
Tugaslfijin
v fasilitator
usulkan:
-Surat
permohonan
fasilitator
eksternal
usulkan:
-jadwal |~
Surat
Tugas
Susun Susun
-SAP -SAP
-Bahan ajar/ -Bahan ajar/
-Modul -Modul
Bagan Alur Lampiran 20
PERSIAPAN PELATIHAN
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Petugas Petugas Pimpinan Peserta Pengelola
Keuangan Administras LPPBJ kelas
Kalender/
permintaan
h A l - v h 4
-Mengusulkan -Persetujuan [|_Konfirmasi | |-Menyiapkan
kebutuhan biaya Pengumuma penggunaan(f pengikuti | [ ruang kelas
pelaksanaan Pelatihan biaya Pelatihan ||-Menyiapkan
pelatihan:sarana & pelatihan akomodasi
prasarana A peserta
(ATK,penggandaan -Menyiapkan
modul, honor, rambu kelas
transport, -Menyiapkan
akomodasi) papan nama
F 3
Y

-Menggandakan

bahan ajar

-Menggandakan

jadual

-Menyiapkan Absenf

-Menyiapkan Buku

panduan peserta

Bagan Alur Lampiran 21
PELAKSANAAN PELATIHAN
Peserta Petugas Petugas Pengelola Fasilitator
Administras Keuangan kelas
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Pengumuman -Jadwa
Pelatihan -Surat
¢ Tugas
-Registrasi ]
(menyerahkan|«
Bio data, ST)
y ¥
-Cek v Y
kelengkapan Menerima ||Menyiapkan
-Serahkan Pendapatan|| Mengamati
perlengkapan sesual Evaluasi
pelatihan Peraturan/ || Melaporkan
(Modul, Jadual, ||{kewenangan .
ATK, Panduan) 'y
-Daftar peserta
Menyerahkan
Honor,
transport,
uang saku
y
_: Proses
y Pembelajaran

-kompilasi -Absent
et remna Evaluasi
s -kompilasi -
Sertifikat | | |« Absgnt < (Peserta,
-Buat Fasilitator,
Sertifikat Pelaksanaan)

Y

Bagan Alur

PENYELESAIAN PELATIHAN

Lampiran 22
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MOT Pimpinan LKPP Fasilitator
LPPBJ

P -kompilasi
-kompilasi .
evaluasi | evaluasi
-kompilasi >

Absent Fasilitator

J

copy
Sertifikat

\AA J

Laporan Laporan Laporan Laporan
penggunaanly|Penyeleng Penyeleng Peny_eleng
dana Pelatihan Pelatihan Pelatihan
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